
 

 

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG 

NOMOR 9 TAHUN 1998 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 1998/1999  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR LAMPUNG, 

 

Menimbang :   a.  bahwa dengan adanya  Penambahan dan atau pengurangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. maka perlu dilakukan perubahan 

Anggaran Daerah.   

 b.  bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

   

Mengingat :     1.  Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan 

Daerah Tingkat  Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 

95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2683).   

2.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor  

38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);    

3.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 19R5 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);   

4.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor  41; 

Tambahan Lembar Negara Nomor 3685).    

5.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);    

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, 

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;  

 

 

 

 

 

 



7.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan 

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);    

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54. Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3691);    

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3692);    

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 

56. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);   

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang 

Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah  Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah;    

 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang 

Penerimaan  Sumbangan  Pihak ketiga kepada Daerah;   

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah.   

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang 

Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;   

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 tentang 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 2 Tahun 196;   

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan 

Barang Daerah.   

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 

Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan 

Pengendalian Kridit Anggaran.   

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang 

Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara;    

19.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 

September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 september 1988;   


